SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak;

Mengingat:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN  UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju
Tengah.

Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju
Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Mamuju Tengah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju
Tengah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala
UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pemberdayaan Perempuan Dan  Perlindungan Anak
Kabupaten Mamuju Tengah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.



BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada
DinasPPA .
(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
UPTD PPA Kelas B.

Pasal 3
(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin
oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organsasi UPTD PPA terdiri atas:

a. Kepala UPTD PPA;
b. pelaksana; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan
pengawas.

(3) Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam
memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus dan masalah lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. pengaduan masyarakat;
b. penjangkauan korban;
c. pengelolaan kasus;
d. penampungan sementara;
e. mediasi; dan



f. pendampingan korban.

Bagian Kedua
Kepala UPTD PPA

Pasal 6

(1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan
dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan
layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan

penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;

menyusun program kerja UPTD PPA;

menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai

dalam lingkungan UPTD PPA; dan

melaksanakan administrasi UPTD PPA.
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Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 7

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b terdiri atas:

konselor psikolog/hukum;

mediator;

pengadministrasian umum,;

pengemudi;

petugas keamanan; dan/atau

penjaga asrama.

(2) Konselor psikolog/hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi
masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan
kegiatan secara normal kembali.

(3) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengadministrasian umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meliputi
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen
administrasi.

(5) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan transportasi yang
bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.

(6) Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang
meliputi pengamanan dan penertiban
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(7) Penjaga Asrama Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang
penjagaan asrama.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf C mempunyai tugas melakukan
sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur
dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA
wajib:
a. melaksanakan  prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal
maupun eksternal;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan
pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masingmasing;
dan

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat
berkoordinasi dengan:

a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas

layanan kesehatan lainnya;

balai pemasyarakatan;

kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;

balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga
kerja indonesia (BP3TKI);

kantor wilayah Kementerian Agama;

kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

i. lembaga pembinaan khusus anak;

j- lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

k. institusi lainnya.

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas.
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BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10
Pelaksanaan tugas UPTD PPA bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada Tanggal 26 Juni 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada Tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd
H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagjan Hukum,

NIP.19690604 200112 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA KELAS B

Kepala UPTD PPA

Kelompok Jabatan

Fungsional
Konselor p dmi Petugas Penjaga
Psikolog Mediator .eriga .m1 Pengemudi Keamagnan Aeran%a
/Hukum nistrasian
Umum

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuaj dengan aslinya

Kepala Bagjan Hukum,

LUKMAW,S.Sos

NIP.19690604 200112 1 007






